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Kejahatan didalam dunia maya merupakan salah satu tindak kejahatan yang mana 
pelaku bisa dikenakan tindak pidana sesuai UU ITE yang telah di tetapkan. Dan 
salah satu dari kejahatan dunia maya ini yang berdasarkan hasil penelitian 
prostitusi online merupakan salah satu kejahatan didunia maya yang banyak 
terjadi dimasyarakat. Yang dimana prostitusi online ini adalah kejahatan yang 
dimana para wanita atau para laki-laki yang ingin menjual dirinya, untuk 
melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian, dan media sosial untuk 
memasarkan,sekaligus bertransaksi sebagai dan tempat dilakukannya prostitusi 
tersebut. Dan kejahatan dalam prostitusi ini pelakunya rata-rata ada mucikari. 
Sama hal nya seperti yang ada didalam kasus ini, di dalam kasus ini mucikari 
sebagai ibu dari pekerja seks komersial, yang dimana mucikari menjual para PSK 
kepada para pelanggannya. Kasus kejahatan ini salah satunya ada diwilayah 
denpasar dimana perbuatan prostitusi online ini telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 
juncto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang informasi 
dan transaksi elektronik. Dari penelitian yang penulis ambil hanya saja 
permasalahan yang muncul adalah mengenai putusan hakim, yang didalam 
putusannya tidak merujuk pada Undang-Undang ITE melainkan hanya KUHP 
(dalam hal ini penulis melakukan studi putusan hakim 
No.642/Pid.B/2015/PN.Dps) maka dari itu terdakwa kemungkinan tidak jera 
karna sanksi yang diberikan termasuk sanksi ringan, dan seharusnya majelis 
hakim harus lebih teliti lagi dalam menjatuhkan putusan, agar putusan yang diberi 
kepada terdakwa memang benar akan membuat terdakwa jera atas perbuatan yang 
dilakukannya. Dan permasalahan dalah kasus putusan ini tidak terjadi lagi, maka 
majelis hakim kedepannya harus lebih teliti lagi dan harus memberikan putusan 
kepada terdakwa dengan cara seadil-adilnya agar terdakwa tersadar untuk tidak 
melakukan perbuatan yang dilakukan sebelumnya. 
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Crime in cyberspace is one of the crimes in which the offender can be subject to a 
crime according to the ITE Law that has been established. And one of these 
cybercrimes based on the results of online prostitution research is one of the cyber 
crimes that is common in the community. Which is where online prostitution is a 
crime where women or men who want to sell themselves, to commit immoral acts 
as a livelihood, and social media to market, as well as transact as and where 
prostitution is carried out. And the crime in prostitution is that there are mostly 
pimps. Just the same as in this case, in this case pimps are the mothers of 
commercial sex workers, where pimps sell prostitutes to their customers. One of 
these crime cases is in the Denpasar region where online prostitution has been 
regulated in article 45 paragraph 1 juncto article 27 paragraph 1 of Law Number 
11 of 2016 concerning information and electronic transactions. From the research 
that the author took, the only problem that arose was regarding the judge's 
decision, which in its decision did not refer to the ITE Law but only the Criminal 
Code (in this case the author conducted a study of judge's decision No. 642 / 
Pid.B / 2015 / PN.Dps ) therefore the defendant might not be deterred because the 
sanctions given are mild sanctions, and the panel of judges should have been more 
careful in passing the verdict, so that the verdict given to the defendant would 
indeed make the defendant deterrent for his actions. And the problem in the case 
of this verdict does not happen again, then the panel of judges in the future must 
be more careful again and must give the verdict to the defendant in the fairest 
manner so that the defendant is aware of not committing the deed done before. 
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